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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan 
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan 
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Pemerintah 
mengalokasikan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan 
Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 8/PMK.07 /2020 tentang Tata Cara 
Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 
Anggaran 2020, Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan 
Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan diatur 
oleh Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan 
Bantuan Pendanaan Kelurahan pada setiap Kelurahan di 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020; 

BUPATI KUDUS, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

l 

Mengingat 

Mcnimbang 

PENETAPAN DANA !\LOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANA/\N 
KELURAHAN PADA SETIAP I~ELURAHAN DI KABUPATEN KUDU 

TAHUN ANGGARAN 2020 

TENTANG 

PER1\TURAl B PAT! KUDU~~ 
NOMOR 4 TAHUN 02CJ 

  

BUPATI KUDUS 
PROVINSLJAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI kUDUS 
NOMOR | TAHUN 2020 

TENTANG 

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN 
KELURAHAN PADA SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN KUDUS 

Menimbang 

Mengingat 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUDUS, 

a. bahwa — dalam rangka mendukung pelaksanaan 
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan 
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Pemerintah 
mengalokasikan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan 
Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020: 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara 
Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 
Anggaran 2020, Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan 
Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan diatur 
oleh Bupati: “5 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan 
Bantuan Pendanaan Kelurahan pada setiap Kelurahan di 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah: 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah — (Lembaran Negara — Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Namor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 

Any



PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOI(ASI 
UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN PADA 
SETIAP KELURAHAN 01 KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 
2020. 

MEMUTUSKAN: 

11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 ten tang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 49): 

10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan (Berita Dae rah Ka bu paten Kudus Tahun 2019 
Nomor 29); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 5); 

8. Peraturan Daerah Ka bu paten Kudus Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 124); 

7. Peraturan Daerah Kabupateri Kudus Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99); 

Nomor 8/PMK.07 /2020 
Dana Alokasi Umum 

(Berita Negara Republik 

6. Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Tata Cara Penyaluran 
Tambahan Tahun Anggaran 2020 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 46); 

S. Peraturan Mcntcri Oalam Negcri Nomor 130 Tahun 2018 
tentang Kcgiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Kclurahan dan Pcmbcrdayaan Masyarakat di Kelurahan 
(Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139); 

ten tang 
Negara 

·+. Peraturan Pr siden Nornor 16 Tahun 201 
Pcngadaan Ga rang/ .Jasa Pernerintah (Lcrnbaran 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

3. Pcraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20 LS icntang 
1 .ecarnatan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 7?, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indoncsi Nomor 6206); 

-2- 

Menetapkan Menetapkan 

TN 

n 
x 

9 

10. 

11. 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6200): 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2WI£ tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139): 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 

tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum 

Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 46): 

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99), 

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 124), 

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 5S): 

Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 
Nomor 29), 

Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 49): 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI 

UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN PADA 
SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 
2020. 

' "8



10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 

9. Rekening Kas Umurn Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD 
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan. 

8. Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan 
Kelurahan Setiap Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU 
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan 
pendanaan bagi Kelurahan di Daerah untuk kegiatan 
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan 
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 
satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai 
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program 
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan surnber 
daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai 
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalarn 
bentuk barang/jasa. 

5. Perangkat Dacrah adalah p rangkat daerah pada Pernerintah 
Kabupatcn Kudus s laku pengguna anggaran/pengguna 
barang. 

2. Gupati adalah Bupati Kudus. 

3. Kc arnatan adalah bagian vilayah dari Dacrah yang 
dipimpin ol h Camat. 

4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kccamatan sebagai 
perangkat Kecarnatan. 

l. Dacrah dalah Kabupatcn Kudus. 

Dalam Perat.uran Bupati ini yang dimaksud dcngan : 

Pasal l 

KEfENTUAN UMUM 

BAB I 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal J 

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan : 

Cd 
2 

-
 

Daerah adalah Kabupaten Kudus. 

Bupati adalah Bupati Kudus 

Kecamatan adalah basian wilayah dari Dacrah yang 

dipimpin ok h Camat. 

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai 

perangkat Kecamatan. 

Perangkat Dacrah adalah perangkat dacrah pada Pemerintah 

Kabupaten Kudus sclaku pengguna anggaran/ pengguna 

barang. 

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 

satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai 

bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program 

dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 

daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal 

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 

beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai 

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 

bentuk barang/jasa. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan 
Kelurahan Setiap Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU 
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan 
pendanaan bagi Kelurahan di Daerah untuk kegiatan 
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan 
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. 

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD 
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan. 

. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 

KA Y



(1) DAU Tambahan Bantuan Penclanaan Kelurahan telah 
dianggarkan dalarn APBD Kabupat n Kudu Tahun Anggaran 
2020 dengan jumlah anggaran sebe ar Rp 3.150.000.000,00 
(tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah). 

Pasal 4 

JUMLAH DANA ALOI<ASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN 
PENDANAAN KELURAHAN 

BAB IV 

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi : 

a. jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan; 
b. rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 

Kelurahan; 

c. mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 
Kelurahan; dan 

d. penganggaran kembali sisa DAU Tambahan Bantuan 
Pendanaan Kelurahan. 

Pasal 3 

RUANG LINGKUP 

BAB III 

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar pcnetapan Dana 
Alokasi Umum Tarnbahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 
Setiap Kelurahan di Kabupaten Kudus dapat dilaksanakan 
dengan tcrtib administrasi dan tepat sasaran. 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan ebagai pcnetapan Dami 
Alokasi Umum Tarnbahan Bantuan Pcndanaan Kclurahan 
Sctiap Kclurahan di Kabupaten Kudus. 

Pasal 2 

MAh:SUD DAN TUJUAN 

BAB II 

11. Pcmbcrda aan rnasyaraka L adalah proses pern bangunan 
dirnana masyarakai berinisiauf untuk mernulai prose· 
kcgiaran sosial untuk mcrnpcrbaiki situ· si dan kondisi dinnya. 

12. Pcngclolaan keuangan daerah aclalah kc: cluruhan kcgiatan 
yang mr liputi JXTcncr1118an, pclaksa naa n, pcnatausahaan, 
pclnporan, P rtc1ng"'1mgjmv;1b;:.111, da n pcng,1wac,c1n kcuangan 
dacra h. 
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ll. Pemberdarya: Aa Ia lai al aa h mberdayaan masi arakat adalah proses pembangunan 
dimana masyarakat berinisiatil untuk — memulai — proses 
kesiaran sosial untk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya. 

) ag - Kn "Rig . 2 12. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kesiatan 
yang melputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan , 

, t: Ki , 

pelaporan. pertanggungjawaban, dan pingawansan keuangan 
daerah. . 

  

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2D 

, Ma 
(l) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai penetapan Dana 

Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 
Scuiap Kelurahan di Kabupaten Kudus. 

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar penetapan Dana 
Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 
Setiap Kelurahan di Kabupaten Kudus dapat dilaksanakan 
dengan tertib administrasi dan tepat sasaran. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi : 

a. jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan: 

b. rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 
Kelurahan, 

c. mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 
Kelurahan, dan 

d. penganggaran kembali sisa DAU Tambahan Bantuan 
Pendanaan Kelurahan. 

BAB IV 

JUMLAH DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN 

PENDANAAN KELURAHAN 

Pasal 4 

(1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan telah 

dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 

2020 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 3.150.000.000,00 

(tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah). 

"ey



(2) Mekanisrne penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas 
kegiatan yang keluaran kegiatann a telah tercapai, 
dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama 
atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tcrtentu sesuai 
prioritas. 

(1) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU 
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Pemerintah Daerah 
menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021 
dengan ketentuan: 

a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas 
kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, 
dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama 
pada Kelurahan bersangkutan; dan · 

Pasal 7 

PENGANGGARAN KEMBALI SISA DAU TAMBAHAN BANTUAN 
PENDANAAN KELURAHAN 

BAB VII 

Alokasi DAU Tarnbahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap 
Kelurahan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 dibagikan 
kepada seluruh Kelurahan secara merata. 

Pasal 6 

MEKANISME PENGALOKASIAN DANA ALOKASI UMUM 
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 

BAB VJ 

Rincian DAU Tarnbahan Baruuan Pendanaan Kelurahan pada 
setiap Kclurahan di Kabupatcn Kudus Tahun Anggaran 2020 
scbagaimana tcr an tum da lam Larnpiran Peraturan Bu pa Li ini. 

Pasal 5 

RINCIAN DANA ALOKASl MUM T/\MB/\H/\N BJ\NTU/\N 
PSNDANAAN KSLURAHAN 

BJ\B V 

(2) Anggaran : ebagaimano dimaksud pada ayat (l) dibcriknn untul 
SJ (scmbilan) Kclurahan d ngc1n besaran anggaran untuk setiap 
Kclurahan Rp 350.000.000,00 Iiiga ratus lirna puluh juta 
rupiah). 
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(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 
Y (sembilan) Kelurahan dengan besaran anggaran untuk setiap 
kehirahan Rp 350.000.000,00 (liga ratus lima puluh Jula 
rupiah). 

BAB v « 

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN 

PENDANAAN KELURAHAN 

Pasal 5 

Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan pada 
seuap Kelurahan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupau ini. 

BAB VI 

MEKANISME PENGALOKASIAN DANA ALOKASI UMUM 

TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 

Pasal 6 

Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap 

Kelurahan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 dibagikan 
kepada seluruh Kelurahan secara merata. 

BAB VII 

PENGANGGARAN KEMBALI SISA DAU TAMBAHAN BANTUAN 

PENDANAAN KELURAHAN 

Pasal 7 

(1) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU 
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Pemerintah Daerah 

menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021 
dengan ketentuan: 

a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas 

kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, 

dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama 

pada Kelurahan bersangkutan, dan . 

b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas 

kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, 

dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama 

atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai 

prioritas. 

(2) Mekanisme penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 4. 

SAM'ANI INTAKORIS 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

\) 

Diundangkan di Kudus 
pada tanggal 25 1, bru .. ri 2 ... 2.1 

Ditctapkan di Kudus 
pada tanggal ~~It l'r,bi·u rj c: (. 

( Plt. BUPATI KUDUS 

I WAKIL BUPATI, 

I ' : f l 1 .r=: ·--- 
l. ·' 

1 HARTOPO - I ' 

Agar setiap orang mcngctahuin 8, mcrnerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dcngan pencmpatannya dalarn Berita Daerah 
Kabupaten Kudus. 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 8 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB VIlI 
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BAB VI! 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundanga!! 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Kudus. 

Ditetapkan di Kudus 

pada tanggal 4 tu ri . 

Plt. BUPATI KUDUS 

WAKIL BUPATI, 

T
P
 

Ng, &
 
ag 

Diundangkan di Kudus 

pada tanggal 25 ..oru.ri : es Tae 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

1 | 

TAM ak 

SAM'ANI INTAKORIS 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR :.



I I 

HARTOPO 

Plt. BUPATI KUDUS 
WAKIL BUPATI, 

I I 
-· - - - I BESARAN DAU 

I 
\NO EDDE TAMBAHAN 

WILAYAH KECAMATAN 1-ELURAHAN BANTU AN 
I PENDANAAN 

- KELURAH~fiJ.8.p) J 
1 2 3 4 5 I 

- 

1 33.19.02.1001 KOTA KUDUS PURWOSARI 350.000.000,00 

2 33.19.02.1004 KOTA KUDUS SUNGGINGAN 350.000.000,00 

3 33.19.02.1005 KOTA KUDUS PANJUNAN 350.000.000,00 

4 33. 19. 02. 1006 KOTA KUDUS WERGU WETAN 350.000.000,00 

5 33.19.02.1007 KOTA KUDUS WERGU KULON 350.000.000,00 

I 6 33.19.02.1008 KOTA KUDUS MLATI KIDUL 350.000.000,00 
I 

7 33.19.02.1009 KOTA KUDUS MLATINOROWITO 350.000.000,00 

8 33.19.02.1017 KOTA KUDUS KERJASAN 350.000.000,00 

9 33.19.02.1018 KOTA KUDUS KAJEKSAN 350.000.000,00 

JUMLAH TOTAL 3.150.000.000,00 

RINClAN DANA ALOKASl UMUM T/\MBAHAN BANTUAN PENDANAAN 
KELURAHA PADA SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN KUDUS 

TAHUN ANGGARAN 2020 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI KUOUS 
NOMOR '1 TAHUN 2020 
TENTANG PENETAPAN DANA 
ALOKASI UMUM TAMBAHAN 
BANTU AN PENDANAAN 
KELURAH/\N SETIAP 
KELURAHAN DI KAJ3UPATEN 
KUDUS TAHUN ANGGAl~AN 2020 

— KUDUS — 
. 
3 
& 
. 
. 
. 
. 
. 

  

RINCIAN DANA ALOKASI 

LAMPIRAN 
PISRATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR 4 TAHUN 2020 
TENTANG PENETAPAN 
ALOKASI UMUM 
BANTUAN 

DANA 
TAMBAHAN 
PENDANAAN 

KISLURAHAN SETIAP 
KELURAHAN DI KABUPATEN 
KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020 

UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN 
KELURAHAN PADA SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN KUDUS 

TAHUN ANGGARAN 2020 

PA ————I 

| 
KODE | 

WILAYAH KECAMATAN 

BN SN 

  
| 
| BESARAN DAU 

TAMBAHAN 
BANTUAN KELURAHAN 

4g... 5 
  

3.19.02. 1001 | KOTA el aa 

| 2 | 33.19.02.1004 | | KOTA h KUDUS 
— ——a—ama 

  

PURWOSARI | aa 000.000,00 ) 

SUNGGINGAN “350. 000.000,00 
  

13 Ea 19.02.1005 | 
an, 

KOTA KUDUS PANJUNAN 350.000.000, 00 
  | ! 

|4 3 19.02.1006 KOTA KUDUS WERGU WETAN 350.000. UO0,OG 00. 
  

133.10.02.1007 

tp) KOTA KUDUS WERGU KULON 350. 0.000.000 000,00 
  

| 
| 

|33.19.02.1008 | KOTA KUDUS 
  

MLATI KIDUL 350.000.000,00 
  

33.19.02.1009 | KOTA KUDUS MLATINOROWITO | 350.000.000,00- 
  

| 

| 
| 38.19.02.1017 | KOTA KUDUS KERJASAN 350.000.000, 00 
      KOTA KUDUS   9 | 33.19.02.1018 | 

JUMLAH TOTAL 

350.000. 200, 00 

(3. 150. 000. DU, ag 

KAJEKSAN   
  

Digitally signed by 

Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kudus 

Date: 2020.02.27 

10:37:29 -07'00' 

Plt. BUPATI KUDUS 

WAKIL BUPATI, 

  

HARTOPO 
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